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BUPATI ITIALANG
PROVINSI JAUTA TIMIIR

PERATURAI{ DAERATI I(ABIIPATEN MALAI{G
NOMOR Z TAIIUN 2015

TENTAITG
KETERBUI(AAN INFORMASI PUBLIK

DI I(ABUPATEN MALAI{G

DENGAI{ RAIIMAT TUITAN YANG ITIAHA ESA

BUPATI MALANG,

i a. bahwa keterbtikaan informasi publik merupakan sara.na
mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis,
sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat
terhadap kebrjakan publik;

b. bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan
dat latau menerbitkan Informasi pubtik yang berada
di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi
Pubtik selain informasi yang dikecualikan sesua.i dengan
ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam pasal T
ayat (1) undang-undang Nomor 14 Tahun 200g tentang
Keterbukaan Informasi publik;

c. bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu
rnembentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan
Informasi Publik di Kabupaten Malang;

: 1 . Pasa1 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. undang-undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 4L), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
surabaya dengan mengubah undang-upd.ang Nomor t2
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan prbpinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa yoryakarta
(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 18 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3789);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun L999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dad
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor TS, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 38a6);

7 . undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (t embaran Negara
Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor !40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ggr4),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2a rahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oo 1 Nomor 134, Tambahan l.,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun lggg tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun lggg tentang pers
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nomor 166, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3887);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor sB, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

1 1. undang-undzurg Nomor 1,4 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSae;

12. Undang-Undarrg Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor lL2, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nom<ir 5038);

4.

5.

6.

G: \GHOZI-KlRKstarbukaan lniormssi publik.door

,8



13' Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor
L52, Tambahan l,embaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 5071);

14, undang-undang Nomor L2 Tahun 2or1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang*undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389;

15. undang-undarrg Nomor 2J Tahun 2or4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2or4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor ssBT), sebaqaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun zor4tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 201s Nomor 5g, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56T9);

16' Undang-und*g Nomor 30 Tahun zor4 tentangAdministrasi pemerintahan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2or4 Nomor 2g2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

17 ' Peraturan Pemerintah Nomor 6g Tahun lggg tentangTata cara peraksanaan peran serta Masyarakat DalamPenyelenggaraan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun rggg Nomor r2T, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

18' Peraturan pemerintah Nomor zg Tahun 2005 tentangPedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubrikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aS%);

19' Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2oor tentangLaporan penyerenggaraan pemerintahan Daerah kepadaPemerintah, Laporan pertanggungiawaban Kepala Daerahkepada Dewan perwakilan nar.yat Daerah, dan InformasiLaporan Penyelenggaraan pemerintahan ,"*"n ;;;;;"Mdsyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2oo7 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4693);
20' Peraturan pemerintah Nomor 61 Tah*n 2oro tentangPelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 20ogtentang Keterbukaan Informasi pubrik (I,embaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor gg, TambahanI-emba-ran Negara Republik Indonesia Nomor srag);
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2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah ;

22.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2O10 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 321;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1

Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008
Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 9 Tahun 2ol4 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1

Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah
(L,embaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014
Nomor 2 Seri C);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5
Tahun 2oL2 tentang Penyelenggaraan pelayanan publik
Kabupaten Mal*g;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 1

Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(l,embaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 201 1

Nomor 6 /El;

Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I(ABUPATEN ITIALAITG

dan
BUPATI ITIALANG,

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAII DAERAH TENTANG KETERBUI(AAN
INFORIT{ASI PUBLIK DI I(ABUPATEN MALANG,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan, 
'

1. Daerah adalah lkbupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah I(abupaten Malang.
3. Bupati adaiah Bupati Malang.
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4. Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Malang.

5. Pemerintahan Daerah adatah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang l)asar
Negara Republik Indonesia Tahun 194S.

6' Keterbukaan adalah kesediaan dan/atau tindakan untuk
memberikan informasi dan /atau mengumumkan informasi
ke masyarakat.

7 . Informasi adalah keterangan, per-nvataan , gagasan dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna clan pesan,
baik data, fakta maupun penjerasannya yang dapat bihrrat
didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun non elektronik.

8. Informasi Fublik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelora, dikirim d,an/atau diterima oleh suatu
Badan Publik dan Badan publik Daerah yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyerenggaraan negara dan
Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik Lainnya serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

9' Badan Publik adalah Bad.an Pubtik Daerah yang terdiri
dari Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Ralqyat
Daerah serta Badan publik Lainnya yang terdiri dari
Badan Usaha Milik Daerah dan organisasi non pemerintah
termasuk partai politik dan badan lain yang fungsi dan
tugas pokoknya berkaitan dengan penyelengga.raan
negara, yang berada di daerah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari enggaian pendapatan
dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau
luar negeri.

10. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat ppID adalah pejabat yang bertanggungjaulab di bidang penyimpanan, pendbkumentasian,
penyediaan darr/atau pelayanan informasi di Badan
Publik.

1 1. Pengguna informasi pubiik adalah orang yang
menggunakan informasi publilr sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini.

12. Pemohon informasi publik adalah 0 warga negaradurlatau badan hukum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi pubtik sebagai**" diatur dalam
Peraturan Daerah ini.



13. Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang
berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan
peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis
standar layanan informasi publik dan menyelesaikan
sengketa informasi publik yang terjadi di daerah melalui
mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

14. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah lembaga
mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi
publik yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur melalui
mediasi dan f atau ajudikasi non-litigasi menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

15. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Badan Publik Daerah atau Badan Publik lainnya
dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan
hak memperoleh dan menggunakan informasi
berdasarkan peraturan perundang-unda4gan.

16. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik
antara para pihak melalui bantuan mediator Komisi
Informasi.

17. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa inforrnasi
publik antara para pihak yang diputus oleh Komisi
Informasi Kabupaten.

18. orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan
hukum atau Badan Pubtik Daerah serta Badan Pub1ik
Lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan
Daerah ini.

19. Informasi yang dikecualikan ad.atah informasi yang
tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini.

20. Pengklasifikasian Informasi publik adalah penetapan
informasi sebagai informasi yang dikecualikan
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2L. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepe.ntingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

22. Jangka waktu Pengecuaiian adalah rentang waktu
tertentu suatu Informasi _yang dikecualikan Lidak dapat
diakses oleh Pemohon Inforrnasi publil{.

23. Ganti Rugi adalah pembavaran seJ urrrl;rh Llanq kepscln
orang atau badan huku m perdar.a ata $ beban Bacian
Publik dan Badan Publik Lainn)'A berciasarkan putus;1n
Pengadilan Tata usaha Negara karena aclanya kerugian
materiil yang diderita oleh penggugat.
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(1)

(2)

(3)

(4)

BAB II
ASAS DAI{ TUJUAN

Baglan Kesatu
Asas

Pasal 2

Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses
oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi
publik yang dikecualikan.
Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.
Setiap informasi publik haru s dapat diperoleir setiap
pemohon informasi publik dengan mekanisme rnerrlperoieh
informasi yang cepat dan repat 'uvaktu, iriaya ringan dan
cara sederhana.
Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai
dengan undang-undang, Kepatutan dan kepentingan
umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi
yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat sprta setelah dipertimbangkan dengan
seksama bahwa menutup informasi publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
TuJuan

Pasal 3

Ttrjuan Keterbukaan Informasi Publik dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk
memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk
mendapatkan informasi publik dalam rangka:
a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana

dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan
pengambilan kebijakan publik;

b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan publik;

c. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
baik, yaitu yang transparan, eiektif dan efisien, akuntabel
serta dapat dipertanggungj awabkan ;

d. mendorong peningkatan kualitas aspirasi , masyarakat
dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan
publik; e
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e.

I

memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan
kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang
banyak;
meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

BAB III
HAK DAI{ KEU/AJIBAN BADAN PUBLIK

,i Bagian Kesatu
Hak Badan Publik

Pasal 4

Badan Publik berhak menolak memberikan informa.si
yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Informasi Publik yang tidak dapat dibetikan oleh Badan
Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang dapat membahayakan negara;
b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan

perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d. informasi yang berkaitan dengan rahasia

jabatan; dan/atau
e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau

didokumentasikan.

Bagian Kedua
KewaJiban Badan Publik

Pasal 5

Badan Publik wajib:
a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini;
b. membangun dan mengembangkan sistem'informasi dan

dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara
baik dan efisien;

c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur
operasional lay,anan Informasi Pubiil< sesuai dengan
Peraturan Peru ndang- undangan ;

d. menetapkan dan memutakhirkan secara bcrkrila ciaitrlr:
Informasi Publik atas seluruh lnlorrnasi Pr:itli}< )/ang
dikelola;

(1)

(21
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e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya;

t. menyediakan sarana dan prasarana layanan Inforrnasi
Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi
di setiap kantor Badan Pubiik, serta situs resmi;

g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi
Publik;

h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagr
layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

i. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukar:
oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan;

j membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan
Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta
menyampaikan sa-linan laporan kepada Komisi Informasi
Kabupaten; dan

k. melakukan evaluasi clan penga\vasan terhadap
pelaksanaan lavanan inforntasi Pu ttlil<

BAB tV
HAK DA}T KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA

INFORI\,IASI PUBLIK

a

Bagian Kesatu
Hak PemohonlPengguna Informasl publtk

Pasal 6

(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap or€rng berhak:
a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka unt-uk

umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui

permohonan sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
d. . menyebarluaskan Infomasi Publik i'esuai dengan

peraturan perundang-undangan.
(3) setiap Pemohor,/Pengguna Informasi Publik berhak:

a. mengajukan permintaan . Infomasi Publik disertai
alasan permintaan tersebut;

b. mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam
memperoleh Informasi Pub1ik mendapat hambatan
atau kegagalan sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.
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Bagian kedua
KewaJiban Pemohon/Pengguna Informasi Publik

Pasal 7

Pemoh on I Pengguna Informasi Fublik wajib:
a. menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan

peraturan perund an g-undangan ;

b. mencantumkan sumber dari mana dia memperoleh
Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan
sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
INFORMASI YAI{G WA"IIB DISEDIAI(AIiI

DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu
Informasi yang trIaJib Disediakan
dan Dt Umumkan secara Berkala

Pasal 8

Badan Publik wajib mengumumkan Informasi publik
secara berkala dan sesuai dengan standar layanan
Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. informasi yang berkaitan dengan Badan publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan pubtik

terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan tsadan Publik

terkait;
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.
Kewajiban memberikan dan menyarnpaikan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dilakukan
paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
Kewajiban menyebarluaskan informasi publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarppaikan dengan
cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam
bahasa yang mudah dipahami.
Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (41

ditentukan lebih lanjut oleh . Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Fublik
dalam memberikan dan menyarnpaikan informasi publik
secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati,

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)
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Baglan Kedua
Informasi yang UIajib Dlumumkan Secara Serta-Merta

Pasal 9

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta

suatu informasi yang dapat mengancaln hajat hidup orang

banyak dan ketertiban umum.
(2) Kewajiban menyebarluasl<an Informasi Pubtik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah

dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah

dipahami.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dalam Peraturan BuPati.

Bagian Ketiga
Informasi yang WaJib Tersedia Setiap Saat

Pasal 1O

Badan Publik wajib menyediakan Infor-masi Publik Setrap Saat

meliputi:
a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah

penguasaannya, tidak termasuk informasi yang

dikecualikan.
b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
c. seluruh kebddkan berikut dokumen pendukungnya;
d. rencana kerja kegiatan termasuk di dalamnya perkiraan

pengeluaran tahunan Badan Fublik;
e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Badan

Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
g. prosed.ur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan

dengan pelayanan masyarakat; dan / atau
h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 1 1

Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan

informasi, yang meliPuti:
a. jumlah permintaan informasi yang diterima;
b. waktu yang d.iperlukan Badan Publik dalam memenuhi

setiap permintaan informasi;
c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi;

danlatau
d. alasan penolakan permintaan informasi.
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Pasal 12

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha
Milik Daerah dmlatau badan usaha lainnya yang dimiliki
oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta

jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan o

permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran
dasar;

b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan
anggota dewan komisaris perseroan;

c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba
rugi, dan laporan tamggung jawab sosial perusahaan yang
telah diaudit;

d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga
pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;

e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota
komisaris/dewan pengawas dan direksi;

f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan
pengawas;

g. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka
sebagai Informasi Publik;

h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik
berdasarkan prinsip-prinsip transpara4si, akuntabilitas,
pertanggungj awaban, kemandirian dan kewaj aran ;

i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan.;
k. perubahan tahun fiskal perusahaan;
1. kegiatan penugasan pemerintah danlatau kewajiban

pelayanan umum atau subsidi;
m. mekanisme pengadaar' barang dan jasa; dan latau
n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang

berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 13

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Partai Politik
dalam Peraturan Daerah ini adalah:
a. asas dan tujuan;
b. program umum dan kegiatan Partai Politik;
c. nama, alamat dan susunan kepengurusan dan

perubahannya;
d. pengeloiaan dan penggunaan dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dacrtlatau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e. mekanisme pengambilan keputusan partai;
f. keputusan partai yang berasal dari hasil

muktamar f kongres/munas dartlatau keputusan lainnya
yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah
tangga partai terbuka untuk umum; dan latau



g. informasi lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang

berkaitan dengan Partai Politjk.

Pasal 14

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh organisasi
nonpemerinta,tr dalarrr Per:aturan Daeralr ini adalah: :

a. asas dan tujuan;
b. program dan kegiatan organisasi;
c. nama, :alamat, susunan kepengurusarl, dan

perubahannya;
d. pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dm/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau sumber luar negeri;

e. mekanisme pengarnbilan keputusan organisasi;
f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau
g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
INTORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 15

Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon
Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik
kecuali:
a. Informasi Publik yang apabila dibuka diberikan kepada

Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses
penegakan hukum yaitu informasi yang dapat:
1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan

suatu tindak pidana;
2, mengungkapkan identitas informan pelapor, sanksi,

dxr/atau korban yang mengetahui adanya tindak
pidana;

3. mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana- o

rencana yang berhubungan dengan plncegahan dan
, penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;

4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak
hukum dan latau keluargarya;

5. membahayakan keamanan. peralatan, sararla dan/atau
prasarana penegak hukum.

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon Informasi Pubfik dapat mengganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
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c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada Pemohon informasi publik dapat membahayakan
pertahanan dan keamanan Negara sesuai ketentuan
perundang-undangan;

d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan
kekayaan alam daerah;

e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada pemohon informasi publik dapat merugikan
ketahanan ekonomi nasional sesuai ketentuan perundang-
undangan;

f, Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan
kepada pemohon informasi publik dapat merugikan
kepentingan hubungan luar negeri sesuai ketentuan
perundang-undangan;

g. Informasi pubtik yang apabila dibuka dapat
mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. Informasi publik yang apabila dibuka dan .d.iberikan
kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap
rahasia pribadi yaitu:
1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan

fisik dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan asset pendapatan dan rekening balk

seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan a"tgan kapabilitas,

intelektualitas, dan rekomendasi kemampuarl
seseorang ;

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang
berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal
dan satuan' pendidikan nonformal;

i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik Daerah
atau Intra Badan Fublik Daerah dan antar Badan Publik
Lainnya atau Intra Badan Publik Lainnya yang menurut
sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi
Informasi atau pengadilan;

j. Informasi yang tidak boleh d,iungkapkan berdasarkan
undang-undang.

pF^IABAT pENcELoLA ri#Jf^sr DAr{ DoKUMENTAST

Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 16

(1) Badan Fublik dalam mengelola pelayanan informasi dan
dokumentasi di daerah menetapkan pplD.
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(2)

L5

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada
pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi
pelayanan informasi.
PPID pada Badan Publik Daerah ditetapkan oleh Bupati.
PPID pada Badan Publik Lainnya ditetapkan oleh
Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.

Pasal 17

(3)

(4)

(1)

(21

PPID sebagaimana
bertanggung jawab
Daerah
PPID sebagaimana
bertanggung jawab
bersangkutan.

dimaksud dalam
kepada Bupati

dimaksud dalam
kepada Pimpinan

Pasal 16 ayat (3)
melalui Sekretaris

Pasal 16 ayat (4)
Badan Publik yang

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab serta wewenang ppID

Pasal 18

(1) PPID bertugas dan bertanggungja*,ab cialam:
a, pen-vediaan, pen_vimpanan, penrlol<r_rmentasinn, rian

pengamanan informasi;
b. peiayanan informas j sesuai

berlaku;
c. pelayanan Informasi publik

sederhana;
d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan

Informasi Publik;
e. Pengujian l{onsekuensi;
f. Pengklasifikasian Informasi dan /atau pengubahannya;
g. penetaparl Informasi yang Dikecualikan yang telah

habis Jangka waktu pengecualiannya sebagai
Informasi trublik yang dapat diakses; dan

h. penetapan perLimbangan tertulis atas setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
Informasi Publik.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPID dibantu oleh
Pejabat Fungsional dan/atau petugas informasi dalam hal
Badan Fublik yang bersangkutan memiliki pejabat fungsional
darrl / atau petugas informasi

d engan atu ran ),an g

yang cepat, tepat, dan



L6

Pasal 2O

Dalam melakstt u.t .r, tugas dan tanggUng jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18, PPID berwenang:
a. mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di Badan

Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
b. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik

atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi
sebagaimana diatur dalam Pasal 15;

c. menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis
apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk
informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai
alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara
bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas
penolakan tersebut; dan

d. menugaskan pejabat fungsional darrr latau petugas
informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk
membuat, memelihara darrlatau memutakhirkan Daftar
Informasi Fubtik secara berkala sekurang-kurangnya
1 (satu) kati dalam sebulan dalam hal Badan Publik
memiliki pejabat fungsional dan latau petugas informasi.

Pasal 21

Tata ke{a PPID diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII 9

MEI(ANISME MEMPEROLEH INT'ORMASI

Pasa.l22

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada
Badan Publik secara tertulis atau tidal< tertulis.

(2) PPID wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi
Fublik, subjek dan format informasi serta cara
penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon
Informasi Publik.

(3) PPID yang bersangkutan wajib mencatat permintaan
Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis

(4) PPID memberikan tanda bukti penerimaan permintaan
Informasi Publik sebagaimana.dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan
diterima.

(5) Dalam ha1 permintaan disampaikan secara langsung atau
melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan
saat penerimaan permintaan.
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(6)

(7\

(B)

(e)

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat,
pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan
bersamaan dengan pengiriman informasi.
Paiing lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permintaan, PPID yang bersangkutan wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:
a. informasi yang diminta berada di bawah

penguasaannya ataupun tidak;
b. Pejabat Publik wajib memberitahukan informasi yang

diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di
bawah penguasaannya;

c. penerimaan atau penolakan permintaan informasi
disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini;

d. dalam hat permintaan diterima seluruhnya atau
sebagian dicantumkan materi informasi yang akan
diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan, maka informasi yang dikecualikan
tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan
materinya;

f. alat penyampai dan format informasi yang al<an
d iberikan ; dan / atar-r

g.bial'a serta cara pembayaran untuk rilrrmpr:nrleli
informasi yang diminta.

PPID bersangkutan dapal memperpanj a ng *'iil< tr r t-r r-l t r-r 1-;

mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimarksuci" pada
ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya
dengan memberikan alasan secara tertulis.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan
informasi kepafla Badan Publik diatur melalui Peraturan
Bupati.

BAB IX
KOMISI INTORIYIASI I{ABUPATEN

, "agian 
Kesatu

F-ungsi

Pasal 23

Komisi Informasi Kabupaten ad.alah lembaga mand.iri yang
berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik melalui mediasi dartlatau ajudikasi
nonlitigasi.

G:\GHOZI-KlRKcterbukaan Inlormasi Publik.docx



(1)

(2t

1B

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasg,l24

Komisi Informasi Kabupaten berkedudukan di Ibukota
:

Daerah.

Bagian Ketlga
Susunan

Pasal 25

Anggota Komisi Informasi Kabupaten berjumlah 5 (Iima)
orang yang mencerrninkan unsur pemerintah dan unsur
masyarakat.
Komisi Informasi Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua
merangkap anggota dan didampingi oleh seorang wakit
ketua merangkap anggota.
Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota
Komisi Informasi Kabupaten.
Pemilihan seb agaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi
Kabupaten dan apabila tidak tercapai kesepakatan
dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 26

(1) Komisi Informasi Kabupaten bertugas:
a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan

penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui
Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan
oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan

. alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Daerah ini;
menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi
Publik; dan
menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis.

(2) Komisi Informasi Kabupaten bertugas meneriffi&,
memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di
Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

(3)

(4)

b.

C.
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Bagian Kelima
Wewenang

Pasal 27

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi
Kabupaten memiliki wewenang:
a. memanggil darrrlatau mempertemukan para pihak yang

bersengketa;
b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang

dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil
keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik;

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat
Badan Fublik ataupun pihak terkait sebagai saksi
dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar
keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi
penyelesaian Sengketa Informasi Publik; d.an

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik
sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi
Informasi Kabupaten.

(2) Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten rneliputi
kewenagan penyelesaian sengketa yang menyangkut
Badan Publik yang bersangkutan

Baglan Keenam
Pertanggungrawaban

Pasal 28

( 1) Komisi Informasi Kabupaten bertanggung jar,r,,ab kepada
Bupati dan menyarnpaikan laporan tentang pelaksanaan
fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada DPRD.

(2) Laporan lengkap Komisi Informasi Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bersifat terbuka
untuk umum. 

-

Bagian KetuJuh
Sekretarlat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 29

(1) Urr,.rf. mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten
dibentuk sekretariat Komisi Informasi Kabupaten

(2) Struktur dan jumlah personil kepegawaian Sekretariat
Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur o

tebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3) Personil sebagaimana dimaksud ayat (21 adalah pegawai

yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang
komunikasi dan informasi di Daerah.
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(2)

(3)
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Bagian Kedelapan
Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 3O

Untuk melaks.anakan penatakeiolaan Komisi Informasi
Kabupaten diberikan dukungan administratif, keuangan
yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi
Kabupaten.
Anggaran Komisi Informasi Kabupaten dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana
lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Besarnya anggaran Komisi Informasi Kabupaten yang
berasal dari APBD disusun berdasarkan rencana anggaran
biaya operasional.

Bagian Kesembllan
Penganglratan dan Pemberhentian

Pasal 31

(1) Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi
Kabupaten adalah:
a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daera-h;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;
c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun
atau lebih;

d. memiliki pengetahuan dan pemaharnan di bidang
keterbukaan Informasi Pub1ik sebagai bagian dari hak
asasi manusia dan kebijakan publik; ,

e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan publik;
f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya.

dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota
Komisi Informasi Kabupaten;

g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
j. . sehat jiwa dan raga;
Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kabupaten
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka,
jujur, dan objektif.
Daftar calon anggota Komisi' Informasi Kabupaten wajib
diumumkan kepada masyarakat.
Setiap orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian
terhadap calon anggota Komisi Informasi Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan disertai
alasan.

(2)

(3)

(4)
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(1)

Pasal 32

Calon urggotr Komisi Informasi Kabupaten berdasarkan
hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
ayat (2) diajukan kepada DPRD oleh Bupati sejumlah
paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak
15 (lima belas) orang calon.
DPRD rnemilih anggota Komisi Informasi Kabupaten
melalui uji kepatutan dan kelayakan.
Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang telah dipilih
oleh DPRD selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Anggota Komisi Informasi Kabupaten diangkat untuk masa
jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 34

(1) Pemberhentian anggota Komisi informasi Kabupaten
dilakukan berdasarkan Keputusan Komisi Informasi
Kabupaten dan diusulkan kepada Bupati untuk
ditetapkan.

(2) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berhenti atau
diberhentikan karena;
a. meninggal dunia;
b. telah habis masa jabatannya;
c. mengundurkan diril
d. dipidana dengan put,sa.n Der-]ga(iiinn.\'ailg ti::liii:

berkekuatan hukum tetap ciengan;rncarnan picil,rna
paling singkat 5 (lima) rahun pcnjerra;

e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang
mengakibatkan yang bersangkutan Lidak dapat
menjalankan tugas 1 (satu) tahun berturut-turut; atau

f. melakukan tindakan tercela dan /atau melanggar kode
etik, yang putusannya ditetapkan oleh Komisi
Informasi Kabupaten.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d.it€tapkan melalui Keputusan Bupati.

(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi
Kabupaten dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi
dengan Pimpinan DpRD.

(5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti antar
waktu diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil
uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan
sebagai dasar pengangkatan anggota Komisi Informasi
Kabupaten pada periode dimaksud.

(2)

(3)
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BAB X
KEBERATAII DA}I PENY:ELESAIAN SEHGKE?A

MELALUI KOMISI IN}.ORMASI I(ABUPATEN

Bagian Kesatu
PengaJuan Keberatan

.Pasal 35

Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan
secara tertulis dalam hal ditemukannya alasan sebagai
berikut:
a. penolakan atas permohonan Informasi publik

sebagaimana dimaksud dalam pasal 15;
b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana

dimaksud dalam Pasal B;

c. tidak ditanggapinya permohonan Informasi publik;
d. permohonan Informasi Fublik ditanggapi tidak

sebagaimana yang diminta;
e. tidak dipenuhinya permohonan Informasi Fublik;
f. pengenaan biaya yang tidak wajar; deurrlatau
g. penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu

yang diatur dalam Peraturan ini.
Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID terkait.
PPID terkait memberikan nomor register pada setiap
permohonan pengajuan keberatan yang diqjukan
kepadanya dalam buku register keberatan.

Pasal 36

(1) Badan Publik wajib mengumumkan tata" cara pengelolaan
keberatan disertai dengan nama, alamat, dan nomor
kontak PPID.

(21 Badan Publik dapat menggunakan saraha komunikasi
yang efektif dalam menerima keberatan sesuai dengan
kemampuan sumber daya yang dimilikinya.

Pasal 37

Tata cara pengajuan keberatan diatur lebih lanjut melalui
Peraturan Bupati.

(2)

(3)
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Bagian Kedua

Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 38

Atasan PPID pada Badan Publik wajib memberikan

tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang

disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang

mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku

register keberatan.

Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sekuran g- kuran gnya memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan;

c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID terkait atas

keberatan yang diajukan;
d. perintah atasan PPID kepada PPID terkait untuk

memberikan sebagian atau seluruh Informasi Publik

yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan

e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana

dimaksud pada huruf d.

PPID wajib melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) pada saat ditetapkannya

keputusan tertulis tersetrut.

Pasal 39

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan

atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan

keputusan atasan PPID berhak mengajukan permohonan

penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi

Informasi Kabupaten selambat-lambatnya 14 (empat belas)

hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID

Tata cara penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi

Kabupaten diatur lebih lanjut dalam peraturan Komisi

Informasi Kabupaten mengenai penyelesaian sengketa

informasi.

(2)

(3)

(1)

(2)



Bagian Ketlga
Penyelesalan Sengketa Melalui Komisi Informasi Kabupaten

(1)

Pasal 4O

Upaya penyelesaian Sengketa informasi Publik diajukan
kepada Komisi Informasi Kabupaten sesuai dengan
kewenangannya apabiia tanggapan Atasan atau Pimpinan
PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon
Informasi Publik.
Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan
dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari keda
setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan atau
Pimpinan PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat ( 1).

Pasal 41
Komisi Informasi Kabupaten harus mulai mengupayakan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi
dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat t4 (empat
belas) hari kerja setelah menerima permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam wal<tu
100 (seratus) hari kerja.

Pasal 42

Putusan Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari
kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

BAB XI
HUKUM ACARA KOMISI

Bagian Kesatu
Mediasi

Pasal 43

(1) Pdnyelesaian sengketa melalui Mediasi merupakan pilihan
para pihak dan bersifat sukarela.
Penyelesaian sengketa melalui Mediasi hanya dapat
dilakukan terhadap pokok perkara yang terdapat dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e,

huruf f, dan huruf g.

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan
dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi
Kabupaten.

(2)

(1)

(2)

(2)

(3)
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(1)

Pasal 44

Dalam proses Mediasi anggota
berperan sebagai mediator.

Komisi Informasi Kabupaten

Bagian Kedua
AJudtkasi

Pasal 45

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi
nonlitigasi oleh Komisi Informasi Kabupaten hanya dapat
ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil
secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang
bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang
bersengketa menarik diri dari perundingan.

Pasal 46

Sidang Komisi Informasi Kabupaten yang memeriksa dan
memutus perkara paling sedikit 3 (tiga) orang anggota
komisi atau lebih dan harus berjumlah gasal.
Sidang Komisi Informasi Kabupaten bersifat terbuka
untuk umum
Dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-
dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, maka sidang pemeriksaan
perkara bersifat tertutup.
Anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib menjaga
rahasia dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemeriksaan

Pasal 47

Dalam hal Komisi Informasi Daerah mendrima
permohonan penyeiesaian Sengketa Informasi Publik,
Komisi Informasi Daerah memberikan salinan permohonan
tersebut kepada pihak termohon.
Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

adalah pimpindn Badan Publik atau pejabat terkait yang
ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses
pemeriksaan.
Dalam hal pihak termohon sebagaimana dimaksud pada
ayat {2), Komisi Informasi Kabupaten dapat memutus
untuk mendengar keterangan tersebut secara lisan
ataupun tertulis.

(2)

(3)

(4)

(1)

(2t

(3)
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(4) Pemohon Informasi
mer,vakilkan kepada
clikuasakan unti-rk itu.

Publik dan termohon daPat
wakilnya ,vang secara khusus

Bagian KeemPat
Pembuktian

Pasal 48

Badan Publik harus membuklikan hal-hal yang
mendukung pendapatnya apabila menyatakan tidak dapat
memberikan informasi dengan alasan sebagaimana
dimaksud dala* p^""1 15 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a.

Badan Publik harus menyampaikan alasan yang
mendukung sikapnya apabila Pemohon Informasi Publik
mengaj ukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi
Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b
sampai dengan huruf g.

Bagian Kelima
Putusan Komisi Informasi Kabupaten

Pasal 49

Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pemberian
atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian
informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di
bawah ini:
a. membatalkan putusan Atasan Badan Publik dan

memutuskan untuk memberikan sebagian atau
seluruh informasi yang diminta oleh 'Pemohon

Informasi Publik sesuai dengan Keputusan Komisi
Informasi Kabupaten;

b. mengukuhkan putusan Atasan PPID pada Badan
Publik untuk tidak memberikan informasi yang
dindnta sebagian atau seluruhnya sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 15. b

Putusan Komisi Informasi Kabupaten tentang pokok
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)

huruf b sampai dengan huruf B, berisikan salah satu
perintah di bawah ini:
a. memerintahkan PPID untuk menjalankan

kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Daerah ini;

b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi
kewajibannya dalam jangka waktu pemberian
informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
ini; atau

(1)

t2)

(1)

(21



(3)

l

c. mengukuhkan, pertimbangan Atasan Badan Pubuk
atau memutuskan mengenai biaya penelusuran
dar. I atau penggandaan informasi.

Putusan Komisi Informasi Kabupaten diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan yang
menyangkut informasi yang dikecualikan,
Komisi Informasi Kabupaten wajib memberikan salinan
putusannya kepada para pihak yang bersengketa.
Apabila ada Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang
dalam memutus suatu perkara memilitti pendapat yang
berbeda dari putusan yang diambil, pendapat Anggota
Komisi Informasi Kabupaten tersebut dilampirkan dalam
putusan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari
putusan tersebut.

BAB XII
GUGATAI{ KE PENGADILAN DAN I{ASASI

Bagian Kesatu
Gugatan ke Pengadilan

Pasal 5O

Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata
usaha negara apabila yang digugat adalah Badan publik
Daerah.
Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan Negeri
apabila yang digugat adaiah Badan Fublik L,ainnya.

Pasal 51

Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal
50 ayat (1) dan ayat {2) hanya dapat ditempuh apabila
salah satu atau para pihak yang bersengketa secara
tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi
dari Komisi Informasi Kabupaten paiing lami:at 14 (empat
belas) hari kerja setelah diteriman\/a putr-rsan t.crsei:u1,.
Sepanjang rneni/angl.:ut intorrnasi liing r1i1.:ecria.lii,;;tr:,
sidang di Komisi Infor-rnasi hai;upl,iten ri:trr ill iir:r");,;ii,'.ii.t;i;r
bersifat tertutr,rp.

" Pasal 52

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan
Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi publik
tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh
atau sebagian'informasi yang diminta berisi salah satu
perintah berikut:
a. membatalkan putusan Komisi Informasi Kabupaten

dan / atau memerintahkan Badan Fublik:
1. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang

dimohonkan oleh Pemohon Informasi publik; atau

(4)

(s)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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2. menolak memberj.kan sebagian atau seluruh
informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi
Publik.

b. menguatkan putusan Komisi informasi l(abupaten
dan I atau memerintahkan Badan Puirlik:
1. memberikan sebagian atatt seiuruh informasi vang

diminta oletr Pemoiion lni'ormas'i Prlbii'I.:; iil iili
2. menolak memberikan sebagiir.r-r at1;itt-t selur';iI

informasi ),ang climinta oiei'r [)*ttrohon Infortnasi
Publik. .

(2) Putusan Pengadiian Tata Usaha Negara atau Pengadilan

Negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik
tentang pokok keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g berisi
salah satu periptah berikut:
a. memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi atau Pimpinan Badan Publik Lainnya
yang berwenang untuk menjalankan kewajibannya
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini
danlatau memerintahkan untuk memenuhi jangka
waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah ini;

b. menolak permohonan Pemohon Informasi Fublik; atau
c. memutuskan biaya penggandaan informasi.
d. Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri

memberikan saiinan putusannya kepada para pihak
yang bersengketa.

Bagian Kedua
Kasasi

Pasal 53

Pihak yang tidak menerima Futusan Pengadilan Tata Usaha
Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi
kepada Mahkamah Agung paling lambat dalam waktu
L4 (empat belas) hari sejak diterimanya Futusan Pengadilan

Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.

BAB XIII, 
PE}TYIDII(AN

Pasal 54

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungart
Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai
penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(1)
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(21 Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasal ini adalah:

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan

mengenai orang pribadi ataubadan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana tersebut; D

c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana

di bidang pelanggaran tersebut;

d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
,, bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen

lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
Pelanggaran;

g. menyuruh berhenti,melarang seseorang meninggalkan
ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang

berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau
dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana tersebut;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan

diperiksa sebaga: tersangka a,tau saksi;
j menghentikan pen.r,'idil<an;

k. melakukan Linciakan larir \/ang pcllu rit:lttii i.lt'i;,rr]cir1"irr r

.penyidikan tindak pidaria. rncnLir"r.it h i,l<iirlr viin{ clauat

dipertanggLrng ;arvabiiarl . o

Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyT dikan dan menvarnpaikan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(3)



BAB XtV
KETENTUAN PIDAT{A

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja menggunal<an Informasi
Publik secara melarvan hukum ciipiclana dengan pidana
penjara paling lnrna 6 (en;irn j ttu ian atai.l iridann r-ienr'1a pr-rling
ban1,s1i Rp. 5.000.000,- (lima jrrtar rrrpr;riri

Pasal 56

Badan Publik yang berwenang yang dengan sengaja tidak
menyediakan, tidak memberikan, dan latau tidak menerbitkan
Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala,
Informasi Publif yang wajib diumumkan secara serta-merta,
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau
Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan
sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkan
kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak
Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusak, dan latau menghilangkan
dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun yang
dilindungi negara darr latau yang berkaitan dengan
kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) bulan dxr/atau pidana denda paling banyak
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 58

(1) Seti.p oru.rrg yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses
dan/atau memperoleh darrlatau memberi$* informasi yang
dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf a,
huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan
huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama z (dua)
bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah).
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(2)Setiaporangyangdengansengajadantanpahakmengakses
dan latau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang'

dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c dan

huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

bulan dan pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,. (dua

puluh juta ruPiah)'

Pasal 59

setiap orang yang dengan sengaja membuat Informasi Fublik

yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan

kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) bulan danlatau denda paling banyak

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)'

Pasal 6O

setiap pelanggaran yang dikenai sanksi pidana dalam

Peraturan Daerah ini dan juga diancam dengan sanksi pidana

sesuai dengan Ketentuan Peraturap Perundang-undapgart

yang berlaku.

BAB XV

KEIENTUAN PENUTI'P

Pas&[ 61

selama Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana

dalam Pasal 23 belum ,cibentuk, maka Komisi

Kabupaten yang climaksucikan cialam Peraturan

adalah Komisi Informasi Provinsi.'Jarva'l''itnur"

Pasal 6?

Peraturan Pelaksanaan

paling lama 1 (satu)

diundangkan. '

dimaksud

Informasi

Daerah ini

Peraturan Daerah ini ditetaPkan

tahun sejak Peraturan Daerah ini
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